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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan
perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Muntai
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 ini dapat diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada
Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai
Kartanegara selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu
Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan
Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara disesuaikan dengan visi dan misi Kepala
Daerah Kabupaten Madiun.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-
sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama

(IKU) Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara ini.
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan
kegiatan diharapkan semaksimal —mungkin dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah
harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya
pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good
Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang
mutlak  dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan
profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap
menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk
menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian
dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal
maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi
prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga
diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan
perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan
penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan
dilingkungan OPD vyang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan
menetapkan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai
Kartanegara selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator
Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Muara
Muntai, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

B. Maksud dan Tujuan

Berdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum
Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :
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1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara
sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama,

Indikator Kunci Utama 2022 - 2026 Kecamatan Muara Muntai



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartaneara
Tahun 2005 — 2025;
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BAB Il PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias
kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key
performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu
pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra. Indikator Kinerja Utama
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan
sebagai nilai atau  karakteristik  tertentu yang digunakan  untuk
mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat
ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuannya. Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai
ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus
merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar
untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit
kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja
(keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya
kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi
karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit
organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang
berbeda

2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang
bersifat kuantitatifi maupun kualitatif.

3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
(menggambarkab sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur

4. Achievable/dapat dicapai, yaitu indikator kinerja darus merupakan rencana
yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.

5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja
yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan
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Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat
memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak
ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA

dan
Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.
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BAB |1l GAMBARAN UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN MUARA MUNTAI

Kecamatan Muara Muntai terletak pada 116 derajat 11 menit sampai

dengan 116 derajat 39 menit bujur timur dan 00 derajat 17 menit sampai

dengan 00 deraja 41 menit lintang utara. Ketinggian struktur tanah dari

permukaan laut yakni O meter sampai dengan 535 meter. Struktur

wilayah

tidak merata pada setiap desa yakni dengan keadaan wilayah terdiri dari

lahan daratan yang agak tinggi, aliran bantaran sungai mahakam dan

danau. Luas wilayah seluruhnya berjumlah 928,6 Km2, yang dibagi

dalam wilayah pedesaan dengan jumlah desa ada 13 (tiga belas) desa

yakni ;

a.

= «Q

-~ o 2 0o o

Desa Perian

Desa Muara Leka
Desa Muara aloh

Desa Jantur

Desa Kayu Batu

Desa Muara Muntai Ilir
Desa Muara Muntai Ulu
Desa Rebaq Rinding
Desa Batuq

Desa Jantur Selatan
Desa Tanjung Batuq Harapan

Desa Pulau Harapan

. Desa Jantur Baru

Kemudian diantara 13 desa tersebut masih ada 3 (tiga) Sub Desa yakni

a. Sub Desa Muara Leka | Desa Muara Leka;
b. Sub Desa Desa Muara Leka Il Desa Muara Leka

c. Sub Desa Puandana Desa Kayu Batu
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Suhu rata-rata antara 28 derajat sampai dengan 34 derajat.
Tentang letak ibukota Kecamatn Muara Muntai berada pada bantaran
Sungai Mahakam yang diapit oleh dua danau besar, yakni ;

a. Disebelah Timur barat daya danau melintang

b. Disebelah barat dengan danau tempatung/jempang

Mengenai batas administrasi kecamatan lainnya yaitu sebagai berikut

a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Muara Wis
Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bongan dan
Jempang Kabupaten Kutai Barat

c. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kota bangun dan
Loa Kulu Kabupaten Kutai kartanegara

d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Penyinggahan
Kabupaten Kutai Barat;

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Muara Muntai

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, disebutkan pada Pasal |
ayat 1 bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan
dipimpin oleh seorang Camat; kemudian pada ayat 2 disebutkan Camat
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Pada pasal yang lain yaitu pasal 3 ayat 1 Camat
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selanjutnya
pada pasal 4 Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
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c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan
umum;

f. mengkoordinasikan penyelenggaran kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
Kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan yang
secara Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
a. Camat;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Pelayanan Umum;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Di bawah ini Bagan Struktur Susunan Organisasi Kantor Camat Kecamatan

Muara Muntai :
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CAMAT
MURJANI, SP

Jafung Umum Sekretaris Camat

[ ]

Ansarullah Roeslan, S.Pi

|
| |

Kasubag Umum, Kasubag
Tatalaksana dan Penyusunan
Kepegawaian Program dan
Keuangan
Erpina, SE Muh Yusuf, S.Sos
Kasi Kasi Kasi Kasi Kasi
Pemerintahan PMD Kesos Trantib Pelum
Kuryadi, S.Hut Agustinawati H.Sadriansyah, SE Syakhrudin, SE M.Irpan, SE

Selanjutnya Tata Kerja mulai dari Camat sampai dengan perangkat

Kec

amatan lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan

Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan dapat

diuraikan sebagai berikut :

Tata kerja Camat meliputi:

a.

memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,
mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan;

merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang
tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kesejahtraan Sosial dan Pelayanan Umum;

menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ
dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penerapan
dan penegakan peraturan perundang-undangan;

mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan;
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f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan dan penanggulangan bencana;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program
dan kegiatan di tingkat kecamatan;

h. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi
teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut
bidang tugasnya,

i. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian  Kinerja, Standar
Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;

j. mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi,
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta
kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang
meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan
Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan
rencana kerja tahunan Kecamatan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Sekretaris meliputi:

a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

b. mengkoordinasikan  penyusunan rencana  kegiatan  urusan
kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi
kegiatan
dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran,
pengadaan,
penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan
kepegawaian;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi
ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi
perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan,
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kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP,
Standar
Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim
Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona
integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan
organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle
Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan
pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal
organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai,
Evaluasi
Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi
Perjanjian Kinerja dan LP2P;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja
(SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA,
RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;

h. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan
keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi
membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji
berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai,
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul
kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN,
TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN,
Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

J. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan
pengadaan dan penghapusan barang/jasa;

k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan; dan

I.  melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Atasan.
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Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan

Kepegawaian meliputi:

a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

b. menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan
Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan
barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

d. merencanakaan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa
meliputi
menyusun  rencana kebutuhan barang/jasa, menerima,
menyalurkan,
menyimpan, mengiventarisasi Barang Milik Daerah (BMD),
memelihara
barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat
sesuai
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD

e. merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP,
Standar
Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik,
Tim
Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD,
zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan
penguatan  organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan
Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum
sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan
masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai
persepsi korupsi;

f. merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai,
Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan
Kompilasi Perjanjian Kinerja;
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g. merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi
membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan
gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi
Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran,
laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul
kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN,
TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian
Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN
dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

h. merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata
usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi
perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan,
kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

I. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian;

j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan

k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

meliputi:

a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

b. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan
Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan
penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja,
LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;

d. merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP),
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;
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e. menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran
(SPP),dan menyiapka Surat Perintah Membayar (SPM);

f. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran |,
verifikasi
pengelolaan keuangan

g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan
Keuangan;

h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan
Keuangan;

i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Penyusunan Program dan Keuangan; dan

j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan

lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Pemerintahan meliputi:

a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;

b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan
administrasi  pemerintahan yang meliputi pertanahan dan
kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;

d. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan
kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan;

e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi
bidang
pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

f. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi

peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
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g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi
kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau
kelurahan;

h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan
pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan
pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;

i. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi
pemekaran
desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar
desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah
pertanahan dalam wilayah Kecamatan;

j. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi
program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data
tanah kas desa dan kekayaan desa,;

k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;

I. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;

m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pemerintahan; dan

n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan

lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat meliputi:

a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;

b. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

c. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan

mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban serta
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melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan
ketenteraman dan Kketertiban serta perlindungan masyarakat
Desa/kelurahan;

d. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi
perijinan bidang Politik Dalam Negeri / 1zin Gangguan (HO) yang
merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

e. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap
gangguan
ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan
data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota
organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA,

g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelengaraan
pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa
serta pembinaan kerukunan umat beragama;

h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

i. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan
permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika,
psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan
Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta
membahayakan lingkungan hidup;

J.  merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat;

k. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat;

I.  merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan

m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan

lainnya yang diberikan oleh Atasan;
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Tata kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;

b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi
yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian,
perdagangan, lzin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang
merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

d. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan
masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong
royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;

e. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan
obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana
pariwisata,

f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan
pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih
Perdesaan;

g. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi
rencana tata ruang;

h. merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan
pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;

i. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan
kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;

J. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat
bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;

k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa;

I. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa;

m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan

Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
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n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan

lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial meliputi:

a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;

b. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan
pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan
wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;

d. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi
bidang
ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar
sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan
kewenangan dari Bupati;

e. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang
meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB),
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka
pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus
keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi
kewanitaan;

g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan
penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan
narkotika dan penyandang masalah sosial;

h. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka
pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi
kepemudaan dan keolahragaan;

I. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka
pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan
sarana dan prasarana pendidikan;

J. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan,

mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama
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dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan
kehidupan beragama;

k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;

I. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;

m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
kesejahteraan sosial; dan

n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan

lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Pelayanan Umum meliputi:

a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil
kerja bawahan;

b. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan
berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta
berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan
non perijinan;

d. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian
pengelolaan
lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan
atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan
lingkungan,
pertamanan dan pemakaman;

e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi
perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang
merupakan pelimpahan kewenagan dari Bupati;

f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan
pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan
taman;

g. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data

perencanaan
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pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah
kas desa dan kekayaan desa,;

h. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan
kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;

i. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data,
membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana
umum;

J.  merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian
perizinan perumahan dan bangunan;

k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;

I. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;

m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pelayanan Umum; dan

n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan

lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang
berlaku, meliputi :

(1) Kelompok Jabatan fungsional yang dimaksud dalam Pasal 24 terdiri
dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan
keahlian.

(2) Setiap Kelompok tersebut dalam Pasal 24 dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat.

(3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dalam Pasal 24 ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan

Kecamatan.
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. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Muara Muntai mempunyai dua urusan dengan masing-

masing tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh

Kecamatan Muara Muntai tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR
URUSAN TUJUAN OPD TUJUAN OPD SASARAN OPD
Peningkatan Meningkatkan Indeks Meningkatnya
Penyelenggaraan | kualitas pelayanan Kepuasan kualitas dan
Pemerintahan di kecamatan Pelayanan jangkauan
Kecamatan Kecamatan pelayanan publik
kecamatan
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BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Muntai
Kabupaten Kutai Kartanegara yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata

yang
Rencana Strategis Kecamatan Muara Muntai Tahun 2022 — 2026. Indikator Kinerja

dari setiap program kerja dan Kkegiatan telah ditetapkan dalam
Utama Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan
tidak Kutai Kartanegara tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai

terlepas dari Peraturan Bupati

Kartanegara di sajikan sebagai berikut ini :

INDIKATOR KUNCI UTAMA KECAMATAN MUARA MUNTAI
TAHUN 2022 - 2026

NO

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

SATUAN

TARGET

2022

2023

2024

2025

2026

PENANGGUNG
JAWAB

Meningkatnya
kualitas dan
jangkauan

kecamatan

pelayanan publik

Persentase
keluhan
masyarakat
terhadap
pelayanan
kecamatan
yang
ditindaklanjuti

PERSEN

75

80

85

90

95

CAMAT

Persentase
capaian
Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum

PERSEN

65

66

67

68

69

CAMAT

Pertumbuhan
Pendapatan
Asli Desa

PERSEN

CAMAT

Pertumbuhan
Pendapatan
Asli Daerah
Kewenangan
Kecamatan

NILAI

CAMAT
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BAB V PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan
penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian
kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit

kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah
khususnya di lingkungan Kecamatan Muara Muntai yang ditetapkan merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu
tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra
OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka
diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil.
Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-
keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan

dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
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